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Peningkatan teknologi khususnya dalam bidang per-—
senjataan membawa dampak vang negatif bagi perkembangan
dunia internasional, sehingga mengarah para pertikaian ba-
ik secara internasional dalam arti antar negara maupun in—
tern negara atau perang saundsra. Akibat pertikaian terse-
but banyak menimbulkan korban dan bahkan apabila perang
berkecamuk terus-—-menerus dengan tidak ada tanda-tandsa
berakhir, maka vang terjadi adalah bencana kelaparan ba-—
bagaimana yang s;at ini terjadi di Somalia.

Negara Somalia merupakan salah satu negars di
Afrikas saat ini telah pecah perang saudara antara pemerin-
tahan yang sah dengan kawm pemberontak atau oposisi yang
dipimpin oleh Mohamed Farah Aided. Pasukan yang bersda di
bawah pimpinan Mohamed Farah Aided telah terorganisasi se-
cara mapan dan mantap, mempunyal atribut sebagal tanda un-—
tuk membedakan antara pasukan pemerintah dengan pasukan di
bawah pimpinan Mohamed Farah Aided dan menguasa wilayah
sendiri.

Pasukan yang berada di bawah pimpinan Mohamed Fa-—
rah Ailded yang terorganisasi dan mempunyail persenjataan
vang kuat, sehingga yang nampak adalah suatu pertikaian
antara dua kubu yang mempunyai kekuatan yang sama. Oleh
karena itu korban vang ditimbulkan akibat adanya pertika-—
ian bersenjata terhadap rakyat sipil tidak dapat d4i hi-

tung. Bankan pertikaian yang berkepanjangan vang tidak ada



.

tands—tanda berakhir bencana kelaparan tidsk terelakkan,
sehingga vang nampak adalah adanya pembunuhan massal ter-—
ternadap penduduk sipil.

Hukum internasional dalam upaya untuk memberikan
perlindungan terhadap penduduk sipil dari pembunuhan mas-
sal yvang dilakukan oleh penjahat perang sebagaimana vang
diatur dalam Konvensi Genocide yang diterima oleh sidang
umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 9 Desember
1948 vang menentukan sebagai berikut:

Menurult Konvensi ini, negara-negara peserta bermi-
fakat bahwa Genoccide, vaitu perbuatan-perbuatan yang
dilakukan dengan maksud membinasakan seluruh atau
sebagian kelompok-kelompok nasional, etnis, ras atau
keagamaan dan persekongkolan atau menghasut dilskukan
Genocide, percobaan dan ikut serta dalam perbuatan itu
harus di—-hukum dalam pengadilan nasional atau oleh
pengadilon pidana internasional.

Memperhatikan uraian di atas menunjukkan bahwa terhadap
kKaum belligerensi vang dipimpin oleh Mohamed Farah Aided
dapat diklasifikasikan telah melanggar Konvensi Genocide.
Namun meskipun dikatakan telah melanggayr honvensi Genoci-
de, keberadaan dari Rauam belligerensi oleh hukum interna-
sional diakui keberadaannya.

Sebagali subyek hukum internasional berarti pendua-
kung hak dan kewajiban menurut bukum internasional yang
mempunyal atau sebagail pemegang hak istimewa untuk menga-
dakan tuntutan di depan Mahkamah Internasional dan memiii-
ki kepentingan yvang diatur oleh hukum internasional. be-—

ngan bverlandaskan pada latar belakang diatas maka yang
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TTIMNJAUAN YURIDIS IMPLEMENTADD HKOHNVENDI GENGUIDE PADA

HELLIGERENST .

Dalam penyusunan skripsi ini telah diperoieh jawa—

ban vang benar atau mendekatl kebensaran mengenal implemern-

i

tasi Konvensi Genocide terhadap kauam belligerensi d4di Soma-
jia perlu dilakukan penelitian baik melslul study kepusta-
kaan maupun melaliuil pengamatan lapang yang diperoleh dari
o1lb Jakarta.
Pelaksznaan penyusunan sSikripsi saya bagi menjadi
Ltiga Vase, antara Lain:
- Fasc pertama persiapan diperiukan waktu 1 4 Mingguo
- Fase pengumpulan data diperliukan waktu :© 4 Minggu
- NWase pengolahan dan'anaiisis dAata 4 Minggu
Metode penelitian pendeRatan masalabonyva digunakan
metode vuridis normatif, maksudnya pembahasannya didasar—
kan atas norma-—norma hukum internasional yeng akan dite-
rapkarn terhadapy permasalahan yang terjadi d4i Somalis. Sum—
ver data berupa dala sekunder yang diperoleh dari bahan
hukun primer dan bahan hukws sekunder. Bahan hukwn primer

yvang bersifat mengikat yaitu norma-norma nukum internasi-
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hahan perkulishan. Prosedur pengumpulan data dilakulzar
dengan cara membaca, wempelajsri dan mengidentifikasikan
keseiluruhan data, sehinggsa dibuat data yvang ada kalitan
jangsung dengan masalsh yang dibanas. Kemudian diociah
menggunakan metbtodes deduktif mskesudoyva bertolek dari hai-
hal yvang bersifat umum kemudian disimpulkan menjadi Ehu-
sus, sehinggsa diperoleh jJawabsn abtas masalah.

R T U S - ST T N S E R~ U S S o = D oen D - I
dianalisis secars Buaiitatit yalltu menganaiisis spuabtu per

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh
hasil pemikiran bahwa pemberontak yvang berada di bawah
pimpinan Muhamed Farah Aided dapat diklasifikasikan seba-
gai suatu belligerensi, karena_telab terorganisasi secara
kuat dan mapan, menguasal suatu wilayah tertentu dan mem-
punyai tandsa atau atribut sebagal sarana pembedsa dengan
pasukan pemerintah.

Pertikatan antara pasukan dari pemerintah yvang sah
dengar kaum pemberontak yvang ada di bawah pimpinan Muohamed

3,

Farah Aided terus berkelanjutan hingga saat ini dan banyak

menipbulkan korban rakyat sipil baik secara langsung kare-

na persenjataan maupun xarena kelaparan yvang berkepanja-—



ngan. Lengan demikian yang Lerjadi adalah pembunuban mas-

sal yvang tergjadi di Somalia terhadap rakyat sipil.
Hepritik btolak daril pembahasan di atas, maks dapat

disimpulikan bahwa, Eaum belligerensi yaitu pemberontak

vang berada di bawah komando Farah Alded dapat diklasifi-

Oleh karena yvang terjadi adalah pempbunuhan secara
massal, sehingga dapat dikatakan telah me lakukan perbuatan
yang melanggdar Xonvenéi Genocide. RKonvensi Genocide dalam
pe laksanaannya hanya diperiakukan terhadap orang perseo—
rangan bukan kesatuan yang telah dilakukan kejahnatan pemn-
punuhan massal.

Konvenss: Genocide dapat diterapkan terhadap pem—
bunuhan massal vang terjadi di bomalia, namun tidak diper—
wntukkan bagl kaum belligerensi, melainkan kepada pelaku

gejahatan secara individu dengan tidak memandang kedudukan
pelaku, melainkan ditekankan pada pelaku pelanggarsn ter—
sebut.

Konvensi Genocide diimplementasikan terhadap
pembunithan massal, hanya saja tidak dilengkapi lembaga

yang berwenang untuk mengadili serta hukum yvang diberlakua-



dleh karena 1ty hendaknya Perserikatan Hangsa

Bangsa membentuk suatu lembaga vang khusus untuk menangani

[

nasalan pelaku kejshatan perang sebagaimana vang dikehen-—

dakil oleh Konvensi Genooide.
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